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Abstrak
 

Perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia sehingga diperlukan adanya

jaminan kemandirian dan kemerdekaan seseorang dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemandirian dan kemerdekaan dalam

menyatakan pendapat (freedom of opinion) di Indonesia merupakan salah satu prinsip dasar konstitusi yang

salah satu contoh implementasinya adalah kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara. Terjaminnya kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat di antara

para anggota majelis hakim merupakan salah satu modal dasar bagi terwujudnya kemandirian kekuasaan

kehakiman di suatu negara. Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan suatu konsep yang fundamental

dan universal. Dalam sistem majelis hakim (di Indonesia), perbedaan pendapat di antara tiap-tiap anggota

majelis hakim dalam putusan pengadilan merupakan suatu conditio sine qua non. Dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia terdapat ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dengan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pedoman penyelenggaraan hukum acara pidana (KUHAP), khususnya berkaitan dengan

sifat dan cara menyampaikan perbedaan pendapat di antara para anggota majelis hakim dalam sistem

peradilan (pidana) di Indonesia. Dalarn putusan pengadilan umum maupun putusan pengadilan tindak

pidana korupsi seringkali terdapat dissenting opinion yang umumnya disebabkan adanya pemahaman yang

beragam dari para hakim (termasuk hakim ad hoc tindak pidana korupsi) mengenai aspek-aspek tindak

pidana korupsi, bail( secara fitosofis, sosiologis, maupun yuridis. Praktek pencantuman dissenting opinion

dalam suatu putusan pengadilan juga telah dikenal dalam berbagai sistem hukum di negara-negara lain.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan pengaturan dissenting opinion

dalam sistem peradilan (pidana) di Indonesia, menjelaskan implikasi dan melakukan evaluasi terhadap

pengaturan dissenting opinion dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya (khususnya terhadap

putusan-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi), serta memberikan suatu tawaran solusi

mengenai prospek pengaturan dan penerapan dissenting opinion di masa mendatang. Data diperaleh dengan

menggunakan studi kepustakaan untuk kajian normatif dan studi terhadap putusan-putusan pengadilan

dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachl van gewijsde) untuk

kajian empiris. Populasi penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana

korupsi yang memuat dissenting opinion dan telah berkekuatan hukum tetap. Sampel populasi adalah

beberapa dissenting opinion dalam putusan-putusan pengadilan dengan kriteria-kriteria tertentu.

Pembahasan substansi menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case

approach) yang secara khusus bertujuan untuk melakukan anatisis terhadap penerapan teori dan prinsip-

prinsip dissenting opinion terhadap putusan-putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk

kajian normatif, analisis data menggunakan metode content analysis guna menghasilkan suatu analisa

terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pengambilan putusan
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dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dan untuk kajian empiris menggunakan metode anatisis

deskriptif yang mendeskripsikan tentarig konsep, pengaturan, dan penerapan dissenting opinion serta

impiikasinya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan pidana terpadu di

Indonesia. Sinkronisasi analisa normatif dan empiris akan menghasilkan jawaban jawaban atas

permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.


